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ABSTRAK

MUTHIAH AULIA RAMADHANI. 105251104719. Analisis Penerapan
Akad Istishna’ Pada Pengembang Perumahan Syariah di Kota Makassar Studi
Kasus di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land. Di bimbing oleh Pembimbing |
Dr. Muh. Ridwan dan Pembimbing Il Hasanuddin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad istishna’
pada pengembang perumahan syariah di kota Makassar di PT. Mahakarya
Haluoleo Syariah Land. Mengenai permasalahan yang diangkat yaitu penerapan
akad istsihna’ pada pengenbang perumahan syariah. Metode yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Mahakarya Haluoleo Syariah
Land menggunakan akad istishna’ dalam transaksinya. Akad istishna’ yang
diterapkan sudah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam konsep akad istishna
yang menjadi patokan dalam mengimplementasikan akad istishna’ yaitu tanpa
riba atau bunga, tanpa menggunakan Bank, tanpa menggunakan perantara, tanpa
sita, tanpa denda, tanpa Bl Cheking, dan tanpa agunan. Sistem pembayarannya
ada dua skema yaitu secara cash dan kredit, adapun untuk penyelesaian masalah
konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran adalah dengan cara
musyawarah dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Kata Kunci : Penerapan, Akad Istishna’, Perumahan Syariah
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ABSTRACT

MUTHIAH AULIA RAMADHANI. 105251104719. Analysis of the
Application of Akad Istishna' to Sharia Housing Developers in Makassar City
Case Study at PT. Mahakarya Haluoleo Sharia Land. Guided by Supervisor | Dr.
Muh. Ridwan and Supervisor Il Hasanuddin.

The purpose of this study is to analyze the application of the Istishna'
contract on Sharia housing developers in the city of Makassar at PT. Mahakarya
Haluoleo Sharia Land. Regarding the issue raised, namely the application of the
istsihna’ contract to sharia housing developers. The method used is a qualitative
research method using a descriptive approach.

The results of this study show that PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land
uses the istishna' contract in its transactions. The istishna' contract applied by the
principles and Islamic sharia of the concept of the istishna’ contract which is the
benchmark in implementing the istishna' contract, namely without riba or interest,
without using banks, without using intermediaries, without confiscation, without
fines, without Bl Checking, and collateral. There are two payment schemes,
namely cash and credit, as for solving the problem of consumers who make
payment arrears by deliberation and this is by the provisions of Islamic law.

Keywords: Application, Akad Istishna', Sharia Housing
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep syariah yang berkembang saat ini di Indonesia telah memberikan
peluang bagi para pelaku bisnis untuk memperluas produk-produk halal. Tren
tersebut tak hanya baik bagi para pebisnis, tetapi juga bagi masyarakat muslim
yang menghindari hal-hal yang merugikan. Prospek produk halal atau syariah
yang dianggap bernilai tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian nasional
termasuk dalam atribut syariah. Terkhususnya pada pelaku bisnis di bidang
properti terinovasi untuk membuat properti syariah. Hal ini mendorong
pemerintah dan swasta dalam membangun di bidang perumahan.

Perumahan dan pemukiman menjadi isu utama, selalu mendapat perhatian
lebih. Masalah perumahan dan pemukiman adalah masalah yang sedang
berlangsung dan akan terus meningkat, sejalan dengan dinamika pertumbuhan
penduduk dan kebutuhan sosial ekonomi.*

Karena rumah memiliki banyak fungsi, terutama sebagai tempat tinggal
dan berlindung. Sebab Kkita tahu bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan
pokok bagi setiap orang. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman selanjutnya disebut UU
perumahan dan permukiman yang berupaya memenuhi kebutuhan perumahan
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus meningkatkan dan

meratakan kesejahteraan rakyat. Permukiman pada alinea kedua menyebutkan

! Mohammad Heykal, Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank Syariah di
Indonesia, ( Jakarta: Binus Business Review, 2014), h.520.



bahwa perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang
berperan sangat strategis dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa serta
perlu dibina dan dikembangkan untuk kelangsungan dan peningkatan kehidupan
masyarakat.?

Secara bahasa properti syariah terbagi menjadi dua suku kata yaitu
properti’ dan ‘syariah’. Properti adalah harta yang dimiliki oleh seseorang atau
kelompok, biasanya berupa tanah dan bangunan, sedangkan syariah adalah hukum
Islam yang menjadi pegangan dan pedoman seluruh umatnya.®. Oleh karena itu,
Properti syariah adalah properti kepemilikan diperoleh dengan sistem syariah
hunian berkonsep syariah dan karenanya tidak mengandung riba. Hal ini sejalan

dengan firman Allah dalam QS. Al-bagarah (2): 275:

° 5
%

sl oy T 4T 1o
Terjemahan:
Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan transaksi riba, karena sesungguhnya dalam jual beli terdapat
manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat dan karena praktek

riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya

% Republik Indonesia. 1992. “Undang-Undang Rl Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
Perumahan dan Permukiman”, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perumahan
dan Permukiman.

® Dirwan. (2019) Pengaruh Tingkat Religiusitas pada Keputusan Buying Property
Syariah Non Bank: Studi Kasus pada Buyer Griya Baiti Jannati Recidence (Kolaka: Jurnal
Ekonomi Bisnis Syariah), h. 58

4 Kementrian Agama Republik Indonesia, (2011) Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi
llmu Pengtahuan, (Bandung : Al-Mizan Publishing House), h 48



harta dan kehancuran sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak saja oleh
karena itu Allah sangat mengharamkan transaksi riba.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad
merupakan kesepakatan dalam suatau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih
untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. °
Selanjutnya akad sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis vyaitu: akad
mudharabah, musyarakah, salam, istishna’, gard, murabahah, rahn, dan masih
banyak lagi akad-akad dalam Islam yang dimana akad-akad ini menjadi acuan
dalam bertransaksi yang sesuai pedoman syariat Islam.

Sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, umat Islam mejadi objek utama
dan sering terjebak pragmatisme dalam masalah kepemilikan rumah. Hal ini
dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perumahan yang
berbasis syariah, seperti kasus perumahan syariah yang terjadi pada tahun 2020
yang berujung pada pelaporan penipuan rumah yang berkedok perumahan syariah
di Lebak, Banten yang merugikan konsumen hingga 40 Miliar Rupiah
diperkirakan ada 3.680 lebih yang menjadi korban penipuan rumah syariah.
Dengan penawaran-penawaran yang menggiurkan dari pihak developer dijual
seharga 88 juta rupiah dengan cicilan 500 ribu rupiah perbulan dengan iming-
iming “konsep syariah”.®

Singkat penjelasan dari kasus oleh lbu Indah Sawistri alasan tertarik

dengan perumahan syariah ini “Ya karena syariah, saya pikir syariah itu ya ngga

® Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (2020) Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Cet. 1V; Jakarta: Kencana), h. 15.

® Kompas TV. 2020.Penipuan Berkedok Perumahan Syariah Rugikan Konsumen
Hingga 40 Miliar Rupiah. https://www.youtube.com/watch?v=DApTkITpv_M&t=18s. Diakses
pada Tanggal 6 November 2020 Pukul 17:20 WITA



mungki ya orang berbohong dengan agama”.” Kemudian dilanjut oleh salah satu
korban lagi yaitu Ibu Ayu alasan tertarik dengan penawaran perumahan tersebut
“karena ingin menghindari riba dan KPR bank”.®

Berdasarkan keterangan dari kasus perumahan syariah bodong tersebut
dapat kita simpulkan bahwa masyarakat percaya dengan iming-iming ‘“syariah,
murah dan tanpa riba” dengan tidak memperhatikan serta memahami sistem akad
dan legalitas dari perumahan syariah tersebut. Sehingga masyarakat mudah
tertipu dan mengakibatkan kerugian yang besar.

Maraknya kasus seperti ini mengakibatkan sistem ekonomi pelayanan
pemilihan rumah berbasis syariah saat ini masih menimbulkan tanda tanya terkait
Produk dan layanan pembiayaan perumahan syariah yang tersedia apakah sudah
sesuai dengan syariat Islam karena berpengaruh bagi sebagian besar segmen pasar
ini.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perumahan
yang berbasis syariah ini, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian terkait
penerapan akad pada perumahan syariah dengan judul “Analisis Penerapan Akad
Istishna’ pada Pengembang Perumahan Syariah di Kota Makassar Studi
Kasus di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land”. Pengkajian penerapan
akad yang dilakukan developer perumahan syariah ini sangat diperlukan agar
masyarakat tidak lagi mudah tertipu oleh oknum penipuan penjualan rumah

dengan iming-iming konsep syariah sehingga masyarakat memiliki rujukan serta

7 -

Ibid.

® Kompas Tv. (2020). (Dialog) Waspada Modus Penipuan KPR Syariah.
https://www.youtube.com/watch?v=UCknzuLJRQg&t=29s. Diakses pada Tanggal 6 November
2022 Pukul 15:45 WITA
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dapat membedakan antara perumahan syariah yang terpercaya dan sudah sesuai
syariat Islam dengan perumahan syariah bodong.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar berlakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan
ini yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimanakah konsep akad istishna’ dalam kegiatan usaha syariah?
2. Bagaimanakah penerapan akad istishna’ pada pengembang perumahan
syariah di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai
berikut.
1. Untuk mengetahui konsep akad istishna’ dalam kegiatan usaha Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan akad istishna’ pada pengembang perumahan
syariah di PT. Haluoleo Syariah Land

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan akad istishna’ pada
kegiatan usaha syariah terkhususnya properti perumahan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi



Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitan dan
menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang terjadi  dalam
masyarakat dibidang usaha syariah.

. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat dalam
memilih dan menjalankan usaha syariah terkhususnya pada bidang
properti perumahan syariah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

. Bagi pelaku usaha properti perumahan syariah

Sebagai bahan kajian ulang dalam penerapan sistem akad istishna’ pada

kegiatan usaha perumahan syariah.



BAB |1
TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Akad istishna’
1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti al- ‘4qd,yang berarti perikatan,
perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifag). Dalam kaidah fikih, akad didefenisikan
sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan
penerimaan ikatan) sesual dengan kehendak syariat yang berlaku kepada objek
perikatan. Sehingga terjadilah perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak
lain. ° Kata akad dalam penggunaan hukum Islam berarti perjanjian dan

persetujuan di antara dua orang secara legal, berpengaruh dan bersifat mengikat.*®

Menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad
merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak
yang sama-sama berkeinginan di dalam hatinya untuk mengikatkan diri.,
kemudian diungkapkan dengan pernyataan. Pernyataan inilah yang disebut
dengan ijab dan kabul.**

Dalam semua transaksi syariah, akad dibuat untuk ditegakkan dan
dilakukan oleh seluruh pihak tidak untuk dilanggar ataupun diabaikan, karena
akad tersebut mengikat seluruh pihak yang mengadakan akad. Hal ini mencakup

seluruh posisi urgensi dalam perdagangan syariah. Kontrak harus dilakukan dan

® M. Ali Hasan, (2003) Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Cet. 1; Jakarta:
RajaGrafindo Persada), h. 101

19 Veithzal Rivai, dkk.,(2011) Islamic Transaction Law in Businesse, (Cet. 1; Jakarta:
Bumi Askara), h. 6

1 M. Ali Hasan, op. cit., h. 102



dipelihara sebagai kewajiban bersama, dan kontrak merupakan acuan dasar jika
terjadi perselisihan antara para pihak untuk menemukan penyelesaian dalam

perselisihan.*?

Dalam muamalah, pernyataan boleh dilakukan oleh pihak kedua terlebih
dahulu, seperti akad jual beli kemudian penjual menerima kesepakatan tersebut.
Dengan demikian telah sah akadnya.'®* Memberi dan menerima harus dilakukan
atas dasar suka sama-suka, tanpa ada tekanan ataupun paksaan.

2. Akad Istishna’

a) Pengertian Akad Istishna’

Secara bahasa @we (shana’a) yang berarti membuat kemudian

disempurnakan dengan alif, sin dan ta’ menjadi gaiul (istashna’a) yang

artinyga meminta dibuatkan sesuatu. ** Adapun secara istilah, istishna’
adalah sebuah akad yang dilakukan oleh seorang produsen dengan seorang
pemesan untuk mengerjakan suatu barang pesanan.*

Adapun pengertian istishna’ dalam fikih muamalah telah dijelaskan oleh
beberapa mazhab ulama fikih, antara lain:

1) Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah memberikan pengertian istishna’ adalah sebuah akad

untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya, misalnya

bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam

12 Djohar Arifin, (2014) Substansi Akad dalam Transaksi Syariah (t,t.: t,p), h. 167.

M. Ali Hasan, op. cit., h. 103

14 Muhammad Syafi’i Antonio, (2001) Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta:
Gema Insani), h. 145

15 \Wahbah Azzuhaili, Alfighi Alislamiyatu wa Adilatuhu, h. 3642



membuat sesuatu , “buatkan aku sesuatu dan harganya sekian dirham,” dan

orang tesebut menerimanya, maka akad istishna’ telah tejadi dalam

mazhab ini.'®

2) Mazhab al-Malikiyah dan asy-Syafi’iyah

Mengaitkan istishna’ dengan akad salam. Memberikan pengertian suatu

barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.*’

Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, istishna’ adalah jual beli
barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang
disepakati anatara pembeli dan penjual.*®

Dari beberapa pengertian mengenai akad istishna’ dapat kita simpulkan
bahwa akad istishna’ adalah akad jual beli yang terjalin antara pemesan sebagai
pihak pertama dan seorang produsen sebagai pihak kedua yang membuatkan suatu
barang sesuai dengan keinginan oleh pihak pertama dengan harga yang telah
disepakati bersama.

3. Dalil Hukum Akad Istishna’
a. Dalil Al-Qur’an

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) : 1:

2 2 S I -
o

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*®

16 A, Sarwat, (2018), Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat (t,t..: PT. Gramedia
Pustaka Utama) h.84

17 1bid, h. 85.

18 D.G. pranata, (2013), Manajemen Perbankan Syariah (t,t.: Salemba Empat) h. 112

19 |bid, h. 106
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Bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia
janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak
bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal dan
sesungguhnya hal itu akan dimintai pertanggung jawaban.

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan muamalah yang
dilakukan baik secara online maupun offline harus dilakukan dengan akad yang
sesuai dengan prinsip syariat Islam. Lebih jelasnya lagi dijelaskan dalam firman

Allah QS. Al- Bagarah (2) : 282:

Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan mu’amalah (utang-

piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat ini lebih menjelaskan bagaiaman Allah memerintahkan untuk
mencatat atas setiap kegiatan muamalah seperti jual beli,sewa menyewa, utang
piutang, dan lain-lainnya (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan
(istishna’) untuk waktu yang ditentukan atau disepakati untuk menghilangkan

perselisihan dikemudian hari.

b. Dalil Hadits

Hadits Bukhari dalam Kitab Figih Sunah Sayyid Sabiq

20 Kementrian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 82
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Artinya:

Ada tiga yang apabila salah satunya ada pada diri seseorang, dia munafik,
sekalipun ia puasa dan shalat dan mengaku muslim; apabila berkata ia dusta,
jika berjanji ai ingkar dan apabila diberi amanat ia khianati®!

Sebagaimana dalam hadits Bukhari dikatakan :
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Artinya:
Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang
wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata
kepadanya: ‘“Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk
kami”. Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi
mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR.
Bukhari)

Cc. jma’

Dari ijma’ ulama sebagaimana yang diinformasikan oleh lbn Mundzir,

bahwa akad yang diperbolehkan adalah akad yang sesuai dengan syariah. Dengan

demikian melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan oleh syariah, akad

tersebut berimplikasi batal karena tidak terpenuhinya syarat dalam objek yang

diakadkan.??

21 Abdul Muiz Nuroni, Akad dan Kedudukannya dalam Al-Quran dan Hadits (Bandung:
Academia, 2019), h. 3

22 Panji Adam Agus Putra, Konsep Ijma’ dan Aplikasinya dalam Mu’amalah Maliyyah
(Hukum Ekonomi Syariah),(Bandung: Islamic Banking, 2021), h. 170
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Begitupun ijma’ tentang akad istishna’ menurut mazhab Hanafi, istishna’
hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh Masyarakat muslim
sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

4. Dasar Hukum Akad Istishna’

a) Akad dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Suatu
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 2

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor
29/POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan
penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah
memutuskan dan menetapkan ketentuan umum pada bab 1 pasal 1 ayat
7 (tujuh) bahwa:

“Pembiayaan berdasarkan akad istishna’ yang selanjutnya disebut
pembiayaan istishna’ adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu denngan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau
pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

c) Fatwa DSN-MUI No.06 Tahun 2000 terkait akad istishna’. Dalam

fatwa ini diterangkan makna akad istishna’ secara terminologis, yakni

akad jual beli berupa pemesanan produksi barang tertentu dengan

23 Apri Amalia, Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian (t,p.: USU Law Journal, 2017), h. 67

24 Lihat Ketentuan Umum POJK-RI Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang kualitas aset
produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat
syariah.
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persyaratan dan kriteria tertentu yang disetujui antara penjual
(pembuat/shani’) dan pemesan (pembeli/mustashni’).”®
Adapun ketentuan yang dibolehkan terbagi menjadi 3 (tiga) :

1) Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah
dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang
dilakukan sesuai dengan kesepakatan,dan tidak boleh dalam bentuk
pembebasan hutang.

2) Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai
hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan
kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang
sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang
sejenis sesuai kesepakatan, dam dalam hal terdapat cacat atau barang tidak
sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih)
untuk melanjutkan atau membatalkan akad

3) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan
kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam
yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna’, jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

25 DSN-MUI/1V/2000 Tentang Jual Beli Istishna’
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d) Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa
hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu:*®
1) Akad yang sah
Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad
yang terpenuhi rukun dan syaratnya. %’ Suatu perjanjian (akad) tidak cukup
hanya secara factual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar’l
(yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang
dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.
2) Akad yang fasad/ dapat dibatalkan
Akad yang fasad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad
yang terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Jumhur ulama fikih
berpendapat, akad ini tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan
hukum apa pun bagi kedua belah pihak.?
3) Akad yang batal/ batal demi hukum
Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan-atau syarat-syaratnya®
B. Rukun dan Syarat Istishna’
a. Terdapat penjual (Shani’), yang bertugas membuat atau menyiapkan
pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerimapembayaran sesuai harga

barang, baik secara tunai atau melalui cicilan.

26 Pasal 27 bagian (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
27 Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
28 M. Ali Hasan, op. cit., h. 111-112

29 Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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b. Pemesan (Mustashni’), yaitu sebagai pihak yang memberi Kriteria pesanan
dan melakukan pembayaran.

c. Terjadi Shighat (ijab dan gabul), yaitu pernyataan dari penjual dan
pemesan untuk membuat suatu akad.

d. Objek Akad (Mashnu’), adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat
dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud
pesanannya.

Sementara itu, syarat akad istishna’adalah:
1) Berakal dan orang dewasa yang cakap hukum
2) Ada kejelasan terkait karakteristik objek akad seperti jenis, ukuran, dan
jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang
3) Tidak ada tekanan atau paksaan dalam melakukan jual beli
4) Saling ridha dan tidak mngingkari janji
5) Barang/benda pesanan tidak menimbulkan suatu kerugian dan tidak
termasuk yang dilarang oleh syara’ (haram,samar/tidak jelas, naj is). %
C. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang artinya dasar, dasar dan
landasan. Secara terminologi, asas adalah landasan atau hal yang menjadi dasar
pemikiran atau pendapat. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan asas
adalah prinsip, yang artinya dasar atau kebenaran yang melandasi pemikiran,
tindakan, dan lain-lain. Asas ini dapat dikaitkan dengan kata hukum sebagai

kebenaran, yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dan nalar pendapat, khususnya

30 Rizal Yahya,dkk, (2009) Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek
Kontemporer, (Jakarta : Salemba), h.254
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dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari pengertian tersebut, asas
dijadikan sebagai landasan berpikir dan alasan tentang suatu akad dalam hukum
akad syariah, khususnya dalam pelaksanaan dan penegakan akadnya.®* Akad
dilakukan berdasarkan asas:

1. Asas Sukarela (Ikhtiyari)

Adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari
keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sebagaimana
dalam QS. An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa semua transaksi yang
dilakukan harus atas kesepakatan atau kesukarelaan antara semua pihak.
Tanpa adanya tekanan, paksaan, kecurangan yang diperbolehkan dan
iformasi yang salah. Jika hal ini terjadi, maka dapa dikatakan bahwa
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini juga
diwayatkan dalam hadits Ibn Hibban dan al-Baihagi yang artinya:
“sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)”. Selanjutnya asas ini
juga diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini
menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah persetujuan
para pihak. Asas sukarela adalah asas yang perjanjiannya pada umumnya
tidak dilakukan secara formal, tetapi persetujuan kedua belah pihak sudah
cukup, vyaitu kesepakatan antara kehendak dan pernyataan kedua belah

pihak.*?

1 Rahmani Timorita Yulianti, (2008) Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum
Kontrak Syariah, (t,t.), h. 96
% Akhmad Hulaify, Asas-Asas (Akad) dalam Hukum Syariah, h. 50-51.
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. Asas Menepati Janji (Amanah)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang
sama terhindar dari cedera-janiji.

. Asas Kehati-hatian (Ikhtiyati)

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan
dilaksanakan secara tepat dan cermat.
. Asas tidak Berubah (Luzum)

Setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan
yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
. Asas Saling Menguntungkan

Setiap kad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga
tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
. Asas Kesetaraan (Taswiyah).

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan
mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Akad tidak mengizinkan
adanya kezaliman. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mendiskriminasi
manusia berdasarkan warna kulit, agama, adat istiadat, dan ras.

. Asas Transparansi
Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara

terbuka.
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8. Asas Kemampuan
Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga
tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Asas Kemudahan (Taisir)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada
kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan
kesepakatan.

10. Asas Itikad Baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Asas Sebab yang Halal

Yaitu asas yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh
hukum dan tidak haram.

12. Asas Kebebasan Berkontrak (Al-hurriyah)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk
membuat perjanjian (frededom of making contract), baik dari segi yang
diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-
persyaratan lain termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi
sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yaitu, menghikdari segala

bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.®

% Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Sholihah, (2019) Akad Pembiayaan
Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarar dan Prinsip
Syariah (Malang: Cita Intrans Selaras), h. 19-20
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13. Asas Tertulis (Al-kitabah)

Dalam suatu akad hendaknya dibuat secara tertulis sehingga dapat
digunakan sebagai bukti apabila terjadi persengketaan. Dalam QS. Al-
Bagarah (2); 282-283 dapat dipahami Bahwa Allah SWT menganjurkan
untuk melakukan perjanjian secara tertulis. Menghadirkan saksi dan masing-
masing bertanggungjawab baik yang menjadi saksi maupun pelaku akad.
Selain itu, jika akad tidak dilakukan secara tunai, maka dianjurkan untuk
menahan benda tersebut sebagai jaminan.

14. Asas Ibahah

merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Prinsip ini
tertuang dalam adagium “ pada dasarnya, segala sesuatu diperbolehkan
sampai ada dalil yang melarangnya’’

D. Developer (Pengembang)

Developer Property Syariah (DPS) merupakan komunitas dakwah dan
bisnis yang focus pada pengadaan kepemilikan hunian properti terutama rumah
tinggal dengan skema yang syariah berdasarkan kaidah hukum-hukum islam. DPS
digagas dan dikembangkan oleh Rosyid Aziz sejak tahun 2012 bentuk bisnis
properti khususnya rumah dengan skema pembiayaan KPR non bank. DPS
menjual rumah secara kredit, dimana sistem kreditnya dinamakan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Syariah.

E. Perumahan Syariah
Dalam Al-Qur’an, ada tiga kata yang mendeskripsikan pengertian rumabh,

yaitu manzil, maskan, dan bait. Kata-kata tersebut selaras dengan house,
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recidence, dan home dalam bahasa inggris. Istilah manzil terdapat dalam QS.
Al-Mukminun ayat 23, yang dimaknai sebagai bangunan rumabh. Istilah Maskan
terdapat dalam QS. As-Saba’ ayat 15 yang berarti letak rumah. Yang bisa juga
dimaksudkan sebagai tempat ketenangan dan kebahagiaan. Istilah bait banyak
tercantum dalam al-Qur’an, misalnya QS. An-Nahl ayat 80. Istilah bait dapat
diartikan sebagai tempat terbinanya aspek spiritual dan kehidupan.

Perumahan adalah kebutuhan papan yang bersifat primer, sehingga setiap
orang berhubungan dengan real estate yang satu ini. Bagaimanapun kondisi
perekonomian yang sedang terjadi setiap orang harus memiliki tempat berlindung
dari panas matahari dan hujan.**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan
permukiman pada Pasal 1 Ayat (7) mendefinisikan, rumah adalah bangunan yang
berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian pembinaan keluarga. Secara ringkas
rumah diartikan sebagai bangunan fisik yang didiami sebagai tempat untuk
melakukan berbagai aktifitas.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman pada Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan, perumahan adalah kelompok
rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Adapun syariah, secara etimologi syariah berarti jalan menuju air atau
jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Syariah dapat juga diartikan jalan ke

tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air sungai. Secara

% Mutiah Khaira Sihotang,dkk, (2018) Pengaruh Religi dan Harga Terhadap
Permintaan Perumahan Syariah di Kota Medan (Medan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis), h. 93
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terminologi syariah didefinisikan sebagai segala perintah Allah yang berhubungan
dengan tingkah laku manusia diluar yang engenai akhlak. Makna syariah yang
dijelaskan dalam kitab Al-Makhdol Lidirosati As-Syariah Al-Islamiyah karangan
Latif Hidayatullah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kepada
hamba-Nya melalui para nabi dan rasul, baik dalam lingkup akidah, ibadah,
muamalah, akhlak, dan tatanan kehidupan. Hukum-hukum tersebut bertujuan
untuk kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan
prinsipnya yaitu menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam,
kemudian mengganrtikan dengan akad-akad tradisional Islam.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perumahan syariah
adalah bangunan atau hunian Islami berfungsi sebagai tempat tinggal dengan
lingkungan yang kondusif dan cara pembayaran yang syar’i. adapun ciri-ciri
perumahan syariah yaitu:*

1. Tanpa Bank
Developer tidak mengajak pihak bank untuk terlibat di dalam proyek. Entah
itu pembiayaan bangunan proyek ataupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dengan konsumen. Developer sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli,
tanpa adanya pihak ketiga. Jadi proyek benar-benar dijalankan oleh sumber
daya developernya sendiri. Ataupun dengan sokongan investor. Tentunya

dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan syariah.

35Diah Kurnia, (2018) Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Tentang Ba'i Istishna’: Studi di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang (Malang: t,p),
h. 30-32
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2. Tanpa Bunga

5.

Cicilan rumah melalui KPR Syariah bersifat tetap setiap bulannya hingga
lunas. Tanpa ada penabahan ataupun pengurangan sepeser pun. Walaupun
terdapat perbedaan harga antara pembelian secara cash (tunai) dan kredit
(cicilan) namun ini diperbolehkan secara syariat. Penawaran harga cash dan
kredit tersebut sudah disampaikan nominalnya sebelum akad.

Tanpa Denda

Jika telam membayar cicilan di dalam KPR konvensional, akan dikenakan
denda. Besar denda pun terkadang tidak diinformasika sebelumnya, namun
dalam KPR syariah jika telat membayar cicilan, konsumen akan diberikan
surat peringatan sebagai pengingat komitmen bayar hutang ke developer dan
mengkomunikasikan alasan telat membayar cicilan.

Tanpa Sita

Dalam hal ini, developer tidak akan menyita rumah apabila sudah tidak
sanggup membayar cicilan. Biasanya developer akan mendorong untuk
menjual rumahnya atau bahkan dibantu untuk menjualkan rumahnya.
Hasilnya sebagian untuk bayar sisa hutang ke developer, sisanya kembali ke
konsumen.

Tanpa Akad Bathil atau Ganda atau Bermasalah

Ketika pembeli menyetorkan uang DP, berarti rumah sudah milik pembeli.

bukan sewa-beli yang diterapakn oleh Bank.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada
pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam suatu konteks
yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan
studi.*®

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat
deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam
mengenai penerapan akad dalam bisnis perumahan syariah berdasarkan syariat
Islam dan mengkaji penerapan akad dalam bisnis perumahan syariah di kota
Makassar.
B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan objek penelitiannya
adalah developer/pengembang.
C. Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akad pada Pengembang
Perumahan Syariah di Kota Makassar fokus penelitiannya terletak pada penerapan
akad pada perumahan syariah di kota Makassar yang dihubungkan penerapan

akad istishna’ berdasarkan tinjauan hukum Islam.

% Farida Nugrahani, (2014) Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapan dalam
Pendidikan Bahasa (Surakarta: Library Stiba), h. 87
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D. Deskripsi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau prosedur
penerapan akad pada perumahan syariah di Kota Makassar yang dikorelasikan
dengan proses atau tata cara penerapan akad sesuai tinjauan hukum Islam.
E. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu
sumber data hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.*’
1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data
yang diperoleh secara langsung di lapangan, melalui narasumber. Data
premier yang dimaksud adalah akad-akad yang digunakan oleh PT.
Mahakarya Haluoleo Syariah Land dan prinsip perumahan syariah yang
diterapkan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak
secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat
orang lain, seperti buku, dokumen foto dan statistik.
3. Data Tersier
Data tersier merupakan sumber data pendukung yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder antara lain

berupa kamus umum, kamus hukum, jurnal.*®

¥Ibid, h. 113
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1990) Penelitian Hukum Normatif :
SuatuTinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press), hal 14-15.
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F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi,
peneliti merupakan kunci instrument dalam pengumpulan data, peneliti harus
terjun sendiri ke lapangan secara aktif.
G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi
menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumen.
1. Observasi
Objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi yang terdiri
atas tiga komponen, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas. Pada penelitian ini
observasi dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan subyek peneliti,
yang bertujuan untuk memahami pandangan subyek penelitian mengenai
hidupnya, pengalaman ataupun situasi sosial. Dimungkapkan dalam
bahasanya sendiri.*
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui
relevan dengan topic yang akan diteliti. Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, skripsi, tesis dan
dokumen lain dengan topik penelitian yang terkait dengan penerapan akad

istishna’ pada perumahan syariah.

% Jvanovich Agusta, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1 (t,d), h. 4
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H. Teknik Analisis Data
Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan, yaitu:*°
1. Data Reduction (Reduksi Kata)
Data yang didapatkan dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak,
oleh karena itu diperlukan pencatatan secara merinci dan teliti. Untuk itu
diperlukan analisis data segera melalui reduksi data. Mereduksi yaitu
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting.
2. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa deskripsi singkat, diagram,
bagan dan sejenisnya. Melaliu penyajian data tersebut, maka data akan
terorganisasikan, tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Conclusion drawing (Penarikan Kesimpulan)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada yang diperoleh oleh peneliti pada saat
melakukan observasi dan pengkajian informasi dari sumber pengumpulan

data dan informan.

0 Sartika, (2021) Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam
Pada Masyarakat di Desa Panyangkala Kabupaten Takalar (Makassar: Digital Library), h. 35



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land

PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land berdiri pada tanggal 21 November
2012. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembang perumahan dan Tanah
kavling Syariah dan berkantor pusat di Kota Makassar.

Komitmen PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land menciptakan
Perumahan dan Tanah kavling dengan sistem syariah yang transaksinya sama
sekali tanpa menggunakan Bank, tanpa menggunakan perantara, tanpa sita, tanpa
denda, tanpa riba, tanpa Bl Cheking, dan tanpa Bunga.

PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land saat ini memiliki 11 proyek yang
tersebar di pulau Sulawesi, 8 di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 di
Sulawesi Barat dan 1 proyek di Jawa Barat. Developer Haluoleo Syariah Land
diharapkan “menjadi pelopor property syariah terbaik dan membangun konsep
proyek berbasis syariah yang inovatif dari segala lapisan generasi”.

Dalam transaksi jual beli Developer Haluoleo Syariah Land menggunakan
akad istishna’ dikarenakan dalam transaksinya yaiu dari segi obyek atau barang
belum ada atau bersifat inden, namun spesifikasi barang sudah dijelaskan di awal
akan tetapi user atau konsumen hanya memberikan DP sebagai tanda jadi dan

pelunasannya dapat diangsur setiap bulannya.

28
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2. Visi Misi
Visi PT. Haluoleo Syariah Land adalah menjadi Pelopor Property Syariah

Terbaik dan Membangun Konsep Project Berbasis Syariah yang Inovatif dari

Segala Lapisan Generasi.

Adapun misi PT. Haluoleo Syariah Land

e Membebaskan masyarakat dari riba

e Merekrut tenaga kerja professional dengan memperhatikan
kesejahteraan dan prospek karir para karyawan

e Memperkenalkan dan memperluas jangkauan property syariah
keseluruh Indonesia

e Menjadikan property syariah pilihan untuk hunian dari segala lapisan
ekonomi yang ada

e Melakukan edukasi secara aktif kesegala lapisan masyarakat

khususnya para pengusaha yang bergerak di dalam bidang property
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3. Struktur Organisasi

KOMISARIS
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N DIREKTUR UTAMA
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PT. MAHAKARYA HALUOLEO SYARIAH LAND

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Mahakarya Haluoleo Syariah
Land, 2023

4. Price List Perumahan Dewi Bunga Land
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Gambar 4.2 Price List Salah Satu Perumahan PT. Mahakarya
Haluoleo Syariah Land, 2023

5. Produk Property di PT. Haluoleo Syariah Land
PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land memiliki enam proyek yang

tersebar di pulau Sulawesi Selatan dan satu di Jawa Barat, antara lain adalah:
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Table 4.1 Produk Property Haluoleo Syariah Land

Nama Project | Launching | Total Unit Variasi Unit Lokasi
Dewi Bunga 2020 270 Tipe: 20, 30, 40, 50, | Komp. Telkomas Makassar,
Land 60, 72 dan 84 JI. Telegrap Utama No. 1
JI. Borong IndahN0.005/013,
Tipe: 55, 80, 125, 190| RT.001/RW.01, Borong,
The Al Fath 2021 4 dan 185 Kec. Manggala, Kota
Makassar
. JI. Poros Pammanjengan,
Tipe: 20, 30, 40, 47
Al Fath Land 2020 91 P Moncongloe, Kec. Moncong
dan 55
Loe, Kab. Maros
Al Khalid : JI. Bonto Bunga, Kec.
. 2020 41 Tipe: 20 dan 30 '
Business Centre " Moncong Loe Kabh. Maros
: Tipe: 20, 30, 36 dan JI. Bonto Bunga, Kec.
2020 131
Allkhies VICEE 45 Moncong Loe Kab. Maros
Tipe: 20, 30, 36 dan JI. Bonto Bunga, Kec.
Al Ikhlas Square 2020 77
W 45 Moncong Loe Kab. Maros
: Moncongloe, Kec.
Grand Dalgona 2020 29 Tipe: 30, 36 dan 40 ’
g P Moncongloe Kab. Maros

B. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan penjelasan lebih mendalam
tentang fokus penelitian sebelumnya konsep akad istishna’ dalam kegiatan usaha
syariah dan penerapan akad istishna’ pada pengembang perumahan syariah di PT.

Mahakarya Haluoleo Syariah Land serta informasi yang diperoleh dari hasil
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wawancara dengan informan atau narasumber yang menjadi referensi dan objek
penelitian.

Jenis penelitian kualitatif juga digunakan untuk menyajikan temuan
penelitian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan (sumber) saat
wawancara, jenis penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan tetapi juga
mendeskripsikan dan menyelidiki informasi tertentu.

Penelitian ini memiliki sepuluh orang sebagai informan, yang diantaranya
adalah sebagai berikut:

ldentitas Informan

Table 4.2
No Nama Usia Jabatan Alamat
1 Mutia Syahida 26 Thn HRD JI. Batua Raya IlI
5 RUrTA elia 25 Thn General JI. Biring Romang No.
Manager 42

3 | Nur Afni Muslimah | 24 Thn | Admin Data | BTN Mangga 3 Permai
JI. Ance Dg. Ngoyo
4 Suriani 33Thn | Marketing belakang vida view

Perumahan Pattira
5 Fitrah Syawalia 26 Thn | Admin Project | Hills Blok A 1 No.16,
Gowa
Sumber : PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land, 2023

Identitas Informan (User)

Table 4.3

No. Nama Usia Pekerjaan Alamat
1 | Fatmawati 34 Thn | IRT BTP Blok K 216
2 | Ahmad Irdan 42 Thn | PNS DBL Blok D3/6
3 | Al Hadis 31 Thn | Perawat DBL Blok E3/1
4 | Emmy Novita 28 Thn | IRT DBL Blok D2/8

Basrah

5 | Muhammad Azwar | 32 Thn | Pengusaha DBL Blok G3/4

Sumber : PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land, 2023
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1. Konsep akad istishna’ yang digunakan dalam kegiatan usaha syariah

PT. Haluoleo syariah land menerapkan konsep jual beli salah satunya
dengan menggunakan akad istishna’ yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa “akad istishna’
adalah akad jual beli yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dan
seorang produsen sebagai pihak kedua yang membuatkan suatu barang sesuai
dengan keinginan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati
bersama.”

Konsep dan sistem yang digunakan developer Haluoleo syariah land
dalam mengimplementasikan jual beli rumah yaitu dengan menggunakan akad
istishna’ yang seusai dengan ketentuan Al-Qur’an dan hadits sehingga dapat
sesuai dengan syariah. Hal ini diteragkan langsung oleh ibu Mutia Syahida dalam
wawancara dengan peneliti pada tanggal 22 September 2023, selaku HRD di PT.
Mahakarya Haluoleo Syariah Land menyatakan sebagai berikut:

“ Mayoritas dari kita adalah penduduk muslim yang dimana pasti sebagai
seorang muslim ketika ingin memiliki rumah hunian tentunya kita milih
hunian yang berkonsep syariah sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah
1slam”

Adapun hasil wawancara dengan ibu Fitrah Syawalia selaku admin project
dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 21 September 2023 mengatakan
bahwa :

“Terkait untuk akad yang digunakan di sini ada tiga, yaitu akad istishna’ yaitu

akan pemesanan, karna bersifat inden kemudian untuk akad yang diterapkan
meiliki konsep akad dengan istilah 7 (tujuh) tanpa yaitu tanpa bekerjasama

* Mutia Syahida, HRD PT. Haluoleo Syariah Land, 22-09-2023



34

dengan bank, tanpa sita, tanpa Bl checking, tanpa denda, tanpa agunan, tanpa
sita dan tanpa bunga.”*

Sehubungan dengan itu, adapun hasil wawancara juga dengan salah satu
karyawan di PT. Haluoleo Syariah land mengenai konsep syariah yang
diterapakan dalam bisnis property syariah haluoleo land dijelaskan oleh ibu Putri
Amalia selaku general manajer yang dilakukan penulis pada tanggal 27 September
2023 mengatakan bahwa:

“Konsep perumahan syariah yang Kita terapkan disini yaitu tanpa
menggunakan bank, tanpa bunga yang salah satu tujuannya untuk
membebaskan masyarakat dari riba, KPR Bank dan juga tentunya tanpa Bl
checking ”*

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep serta
sistem akad istishna’ yang dijadikan patokan dalam transaksi jual beli rumah di
PT. Mahakarya Haluoleo Syariah land sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan
hadits sehingga dapat sesuai dengan syariah. Adapun konsep jual beli rumah
dengan menggunakan akad istishna’ yang diterapkan Developer Haluoleo Syariah
Land yaitu, tanpa adanmya riba atau suku bunga, sebagaimana yang kita ketahui
bahwa riba merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. kemudian
tanpa sita adalah developer tidak menyertakan jaminan atau agunan dalam
pembiayaan apabila terjadi masalah dalam pembiayaan, selanjutnya tanpa KPR

Bank dan BI checking dimana developer Haluoleo Syariah Land tidak

bekerjasama dengan bank manapun dalam transaksi akadnya.

*2 Fitrah Syawalia, Admin Project, Wawancara di Kantor PT. Mahakarya Haluoleo
Syariah Land, 21-09-2023

*3 putri Amalia, General Manager, Wawancara di Kantor PT. Mahakarya Haluoleo
Syariah Land, 27-09-2023
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Hal itu juga dijelaskan oleh pak Muhammad Irdan salah satu user atau
konsumen dari PT. Haluoleo syariah Land pada hasil wawancara dengan penulis
mengatakan bahwa:

“Konsep syariah yang digunakan perumahan ini lebih baik dan lebih adil,
kemudian resikonya juga rendah yang dimana tidak ada bunga, tidak ada
sangkut aput dengan bank, kemudian tanpa sita dan denda yang dimana ini
sesuai dengan konsep syariah, hal ini sudah dijelaskan oleh developer
haluoleo syariah land sejak awal perjanjian akad™**

Dilanjutkan oleh ibu Emmy Novita Basrah selaku user atau konsumen di
salah satu perumahan Haluoleo Syariah Land pada hasil wawancara dengan
penulis mengatakan bahwa:

“Salah satu alasan saya memilih membeli perumahan yang berbasis syariah
yaitu karena konsep akadnya yang tidak mengandung riba, dan tanpa KPR

bank dengan cicilan yang flat dimana konsep akad inilah yang juga

diterapkan pada developer Haluoleo Syariah Land dan dipermudah juga

masalah pembayarannya misalkan kita telat membayar mereka memaklumi’**®

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Fatmawati selaku user

atau konsumen pada hasil wawancara dengan penulis menyatakan bahwa:
“Saya tertarik dengan sistem syariah yang ditawarkan vyaitu tanpa
menggunakan bunga yang berarti tanpa riba, kemudian pelayanannya juga
bagus penjelasan akadnya juga sudah dijelaskan ke saya dan suami, cuman

pembangunannya agak lama namun secara keseluruhan semua baik” *°
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa konsep akad istishna’ yang dari hasil wawancara penelitian,

dapat disimpulkan bahwa konsep akad istishna’ yang digunakan pada perumahan

haluoleo syariah land adalah konsep akad yang memang sangat dibutuhkan dan

* Muhammad Irdan, User, Wawancara Pribadi. (Perumahan Dewi Bunga Land), 10-
10-2023

** Emmmy Novita Basrah, User, Wawancara Pribadi. (Perumahan Dewi Bunga Land),
11-10-2023

% Fatmawati, User, Wawancara Pribadi, di Kantor PT. Haluoleo Syariah Land, 27-09-
2023
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dicari oleh setiap konsumen terlebih masyarakat muslim yaitu dengan cara
pemesanan dimana rumah baru akan dibagun apabila sudah terjadi akad dengan
kesepakatan yang telah dilakukan antara user dengan perusahaan. Namun
keterlambatan pembangunan yang menjadi keresahan bagi user memicu terjadinya
ketidaktepatan dalam perjanjian akad
2. Penerapan akad istishna’ pada pengembang perumahan syariah di
PT. Haluoleo Syariah Land
PT. Haluoleo syariah land menerapkan konsep jual beli yang salah satunya
dengan menggunakan akad istishna’ yang sesuai dengan prinsip syariah. diperoleh
melalui beberapa wawancara langsung oleh ibu Suriani dalam wawancara dengan
peneliti pada tanggal 11 September 2023, selaku staf Marketing di PT. Mahakarya
Haluoleo Syariah Land menyatakan sebagai berikut:
“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akad istishna’ adalah akad pemesanan
yang dimana hal ini juga pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, pada saat
itu salah satu sahabat Rasulullah memesan cicin sesuai dengan keinginannya,
dan itu juga kita terapkan akad istishna’ di perumahan syariah kita ini” */

Berikut ini adalah gambaran skema atau alur jual beli yang diterapkan oleh

Developer Haluoleo Syariah Land:

47 Suriani, Staff Marketing, Wawancara di Kantor PT. Mahakarya Haluoleo Syariah
Land, 11-09-2023



Gambar 4.2 Skema Akad istishna’ Haluoleo Syariah Land

Skema akad yang digunakan Developer Haluoleo Syariah Land penjelasan:

BOOKING > DP
(Down Payvment)
y
AKAD
JUAL BELI
ISTISHNA’
\ 4 A
CASH KREDIT
A\ 4
i QARDH
CASH CASH
KERAS LUNAK
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1. Calon user melakukan booking pada link form booking yang telah

disediakan oleh perusahaan



@ Formulir Booking Fee User

Formulir Booking Fee
User

Haluoleo Land Group

muthishsakri@gmail.com Gantl akun

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google
da akan direkam saat Anda mengupload file dar
ongirim formulir inl. Alamat emall Anda bukan

bagian darl respons Anda

* Menunjukkan pertonyaan yang wallb diisi

Nama Lengkap User *

Alamat Lengkap Sesual KTP *
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POt BookINg Fee U

Blok Rumah/Kavling *

Nomor Rumah/Kavling *

LOKAS| PROJECT

DEWI BUNGA LAND TELKOMAS

AL IKHLAS VILLAGE

AL IKHLAS SQUARE

O
o AL FATH LAND MONCONGLOE
(@]

Tunganl Booking User (terhitung dari dana

user masuk)

PAS FOTO *
Foto dirl calon user (Farmal)

* Tambahkan tile

ATURAN BOOKING FEE

1. Batas waklu booking fee
tanggal booking

2. Jika konfirmasi mengenai pembatalan booking
fee melewatl 2 pekan, maka akan dibatalkan dan

yekan setelah

dana akan dikembalikan setelah dipotong S0% dan

dana booking nya
Pengembalian untuk dana booking fee akan
dilunaskan dalam jangka waktu 14 hari kerja
setelah tanggal batal booking
Em < ko down payment telah masuk, dan user
melakukan pembatalan maka akan dane akan

ATURAN BOOKING FEE

1. Batas waktu booking fee 2 pekan satelah
tanggal booking

2. Jika konfirmasi mengensl pembatalen booking
fee melewati 2 pekan. maka ekan dibatalkan dan
dana akan dikembalikan setelah dipotong 50% dari
dona booking nya

3. Pengembalian untuk danas booking fee skan
dilunaskan dolam jangka waktu 14 hari kerja
sotelah tanggal batal booking.

4 _ike down payment telah masuk, dan user
melakukan pembatalan maka akan cana akan
dikembalikan =etelah dipotong blaysa op onal
sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Ruplah)
dan dikembalikan secara bertahap sesuai dengan
pakatan kedua belah pihak. (Berlaku untuk
sermus project kecuali Al Fath Land, Dew! Bunga
Land, The Al Fath 1),

5. Jdika down payment telah o
melakukan pernbatalan maka akan dana akan
dikembalikan setelah dipotong &
scbesar 1% don dikembalikon secara bertahap
sesual dengan kesepakaan ked
(Berlaku hanya untuk project Al Fath L
Bunga Land, The Al Fath 1

6. Kelengkapan Berkas User maksims
dar tanggal booking (dikirim dalam L
admin)

7. Ucer dalam status booking fee belum
nemasukkan Down Payment apat
diverifikas)

ke

asuk, dan

d, Dewl

pekan
K pdf ke

sonakan farmulie

Jangan poman imengiimkan sandi imelaui ¢ 3 Ty
Pz ik el Bhelik clibapenk istats <hcdLibourio oleh Soogl spaIkan
Barsygrotan Lo in Prives

e A e

Gambar 4.3 Form booking

https://forms.gle/PskCWUNk2xqvFe4u7

setelah mengisi form booking selanjutnya mengisi Form verifikasi

konsumen pada link berikut https://forms.gle/UxMgGvyGPrtX6BEj6

2. User melakukan Down Payment atau DP sesuai dengan kesepakatan.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nur Afni Muslimah selaku staf admin data

yang mengatakan bahwa:
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“Setelah user melakukan booking dan telah diverifikasi oleh perusahaan

selanjutnya user dapat melakukan down Payment sebagai tanda jadi untuk

pembelian property syariah di Haluoleo Syariah Land kita ini”.*®

3. Kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan istishna’

4. User memilih metode pembayarannya baik secara cash ataupun kredit

5. Jika user memilih cash maka user bisa memilih antara cash lunak atau cash
keras.

6. Jika user memilih kredit maka user memilki tanggungan hutang dan jarak
pelunasan hutang terhitung dari mulainya serah terima surat-surat rumah

dari perusahaan kepada user.

Setelah memahami alur akadnya, selanjutnya adalah gambaran penerapan

akad istishna’ pada PT. Haluoleo Syariah Land

2 2
NOTARIS <
. 1
PERUSAHAAN 4 USER/KONSUMEN
> A
3

Gambar 4.4 Penerapan Akad Istishna’ di Haluoleo Syariah Land

Penerapan Akad Istishna’ di Developer Haluoleo Syariah Land

Penjelasan:

8 Nur Afni Muslimah, Staff Bidang Admin Data, Wawancara di Kantor PT.
Mahakarya Haluoleo Syariah Land, 11-09-2023
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1. Calon user melakukan booking pembelian rumah pada link form booking

dan link form verivikasi yang telah disediakan oleh perusahaan dengan

melengkapi dokumen-dokumen persyaratan.

. Perusahaan dan user mengajukan kontrak jual beli istishna’ dengan pihak

ketiga yaitu notaris beserta penyerahan Down Payment atau DP sesuai
dengan kesepakatan.

Sehubungan dengan hal ini melalui wawancara dengan bapak Muhammad
Azwar selaku user atau konsumen PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land
mengatakan bahwa:

“Waktu itu saya melakukan booking pembelian rumah melalui link yang
dikirimkan oleh pihak perusahan, tidak lama setelah itu saya sudah ada
informasi bahwa kelengkapan dokumen sudah diverifikasi kemudian Kita
melakukan akad sesuai perjanjian, beserta pembayaran DP 30% senilai Rp

67, 500,000 >*°

Dalam hal ini penyampaian penggunaan akad yang akan dipakai dilakukan
pada tahap ini tanpa ada formulir khusus.

. user melakukan pembayaran pada perusahaan, baik pembayaran secara

cash bertahap sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan jika secara kredit
atau angsuran, user wajib membayar setiap bulannya sesuai dengan

kesepakatan.

4. Perusahaan melakukan serah terima rumah dengan user.

Selanjutnya penjelasan mengenai skema akad istsihna’ yang diterapkan oleh

Developer Haluoleo Syariah Land sebagai berikut:

2023

* Muhammad Azwar, Wawancara Pribadi. (Perumahan Dewi Bunga Land), 10-10-
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1. Calon user mengajukan booking pembelian rumah pada perusahaan
dengan mengisi link form booking yang berisi kelengkapan berkas-berkas
yang telah disyaratkan oleh perusahaan serta melakukan negosiasi harga
rumah dan perkiraan biaya angsuran. Adapun dokumen-dokumen yang
dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan adalah:*°
a. Foto copy kartu identitas calon user dan pasangan apabila sudah

menikah (KTP)
b. Buku nikah bagi pasangan suami istri
c. Foto copy kartu keluarga (KK)
d. Foto copy NPWP
e. Foto copy slip gaji
f. Foto copy buku rekening tabungan 3 bulan terakhir
g. Foto copy rekening Koran 3 bulan terakhir
h. Foto copy surat keterangan usaha
i. Foto copy BPJS kesehatan
J.  Foto 3x4 latar merah suami istri
k. Materai 10.000 (2 lembar) dibawa pada saat akad

2. Pihak perusahaan melakukan survey kepada calon user dari dokumen-
dokumen yang menjadi persyaratan apabila sudah sesuai atau dokumen-
dokumen sudah memenuhi kriteria maka perusahaan akan memverifikasi

pengajuan tersebut, selanjutnya perusahaan dan user menentukan tanggal

% Nur Afni Muslimah, Staff Bidang Admin Data, Wawancara di Kantor PT.
Mahakarya Haluoleo Syariah Land, 11-09-2023
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pembayaran Down Payment serta pegajuan kontrak jual beli akad istishna’
pada notaris.
melalui beberapa wawancara langsung oleh ibu Mutia Syahida dalam

wawancara, selaku HRD di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land
menyatakan sebagai berikut:
“Ketika user berminat dengan konsep akad yang kita tawarkan barulah
kemudian kita perlihatkan denahnya, kita perlihatkan tampak depan, 3D nya
dan lain-lain, kemudian jika user setuju dengan konsep bangunan rumahnya
seperti itu user melakukan booking dengan melengkapi berkas-berkas yang
telah disyaratkan kemudian menentukan tanggal Down Payment beserta
pengajuan kontrak, pada saat akad kita juga akan menjelaskan material yang
digunakan, luas lahannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumabh itu
akan dijelaskan di akad itu dicantumkan keseluruhannya, jadi akadnya sesuai
dengan pemesanan, permintaan/request user.”*

3. kepemilikan rumah akan berpindah kepada user setelah perjanjian akad
tersebut, sehingga perusahaan sudah tidak berhak atas kepemilikan rumah
atau tanah yang akan dibangun. Kemudian setelah pembayaran DP atau
angsuran pertama ada dua opsi skema akad yang ditawarkan oleh
Developer haluoleo syariah land yaitu konsumen memilih sistem
pembayaran yang sesuai kemampuannya. Sistem pembayaran yang
digunakan adalah:

a. Cash Keras
Artinya yaitu setelah pembayaran Down Payment atau angsuran
pertama, user akan melakuan pelunasan pada saat akad. Adapun jangka

waktu penyelesaian pembangunan paling lambat adalah 15 bulan

setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan.

51 Mutia Syahida, HRD PT. Haluoleo Syariah Land
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b. Cash Lunak
Setelah pembayaran Down Payment yang dilakukan oleh user, user
diberikan waktu maksimal sepuluh bulan untuk pelunasan rumah yang
dipesan. Adapun jangka waktu penyelesaian bangunannya maksimal 18
bulan setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bagunan. Pada dasarnya
cash keras sama saja dengan cash lunak perbedaannya hanya terletak
pada jangka waktu yang disepakati.

c. Kredit atau angsuran
Dalam pembayaran secara kredit, jangka waktunya maksimal lima
tahun. Skema akad ini menyebabkan akad tersebut menimbulkan utang
atau gardh. Dimana akad gardj ini terjadi karena setelah perjanjian atau
akad istishna’ selanjutnya kepemilikan rumah atau tanah akan
berpindah dari penjual kepada pembeli. kemudian hal tersebut
melahirkan kewajiban user untuk mengangsur atau membayar rumah
setiap bulannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Untuk pembelian secara kredit atau angsuran, prosedur pembayarannya
setelah melakukan down payment selanjutnya melakukan pembayaran angsuran
sejumlah yang telah disepakati sesuai ketetapan berapa lamanya angsuran
tersebut. Untuk besaran angsurannya berlaku untuk seterusnya hingga angsuran
terakhir atau flat. Sedangkan untuk jatuh tempo tanggal pembayaran angsurannya

setiap bulan, telah disepakati di awal perjanjian.
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Pada pembayaran secara kredit atau angsuran jangka waktu penyelesaian
bangunannya maksimal atau paling lambat 24 bulan setelah diterbitkannya 1zin
Mendirikan Bangunan.

Sehubungan dengan hal ini,melalui hasil wawancara dengan bapak Al-
Hadis selaku user atau konsumen di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land
mengemukakan bahwa:

“Alasan saya memilih membeli rumah yang berbasis syariah karena pertama
saya orang islam, konsep akadnya bagus sesuai dengan konsep syariah,
sudah sesuai dengan apa yang digaungkan dari pertama kemudian tidak ada
ribanya, pada saat kita menyicil perbulannya kemudian belum bisa
membayar, tidak apa-apa perusahaan tidak menekankan untuk harus

membayar tiap bulannya”>?

Berdasarkan wawancara dengan user, penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa konsep akad dan penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yaitu asas kemampuan dan asas kemudahan dimana user berakad
sesuai kemampuan termasuk dalam skema pembayarannya sehingga tidak
menjadi beban yang berlebihan bagi user kemudian asas kemudahan apabila user
memiliki kendala dalam pembayaran maka perusahaan memberikan kelonggaran
ataupun melakukan musyawarah untuk menemukan solusinya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Di bawah ini
untuk memberikan kelonggaan dalam hal hutang piutang QS. Al-Bagarah (2) :
280:

° Bl - - s - - -] s
o -~ PN ° 2R s . 2 2 - )

2 - "/ % (R
? - - Z . T 0. "3s3
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Terjemahan:

%2 Al-Hadis, User, Wawancara Pribadi. (Perumahan Dewi Bunga Land), 10-10-2023
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Dan iika (orana vana berhutanag itu) dalam kesukaran, maka
berilah tanaaus sampai dia berkelapangan. Dan menvedekahkan
(sebaaian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.™

Apabila waktu yang ditetapkan telah sampai, maka pihak berutang wajib
menyelesaikan hutangnya, namun jika yang bersangkutan mengalami kesulitan
dalam melunasi hutangnya dianjurkan untuk memberi kelonggaran.

4. Terakhir untuk serah terima bangunannya baik cash ataupun kredit akan
dilakukan setelah pembangunan rumah tersebut selesai. Kemudian untuk
pembelian secara kredit, user dapat menempati rumah atau serah terima
bangunan sebelum angsuran rumah selesai.

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan wawancara dengan
narasumber bahwa dalam praktek perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT.
Mahakarya Haluoleo Syariah Land menggunakan akad istishna’. Menurut mazhab
Hanafi istishna’ hukumnya boleh (jawz) karena hal tersebut telah dilakukan oleh
masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.
Dikalangan mazhab Syafi’l terdapat dua pendapat. Sebagian mereka berpegang
dengan kaidah giyas, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena
bertentangan dengan kaidah syariah yang berlaku, yakni objek yang
ditransaksikan haruslah nyata, sedangkan dalam istishna’ objek tidak langsung
bisa dilihat. Oleh Karena itu, jual beli istishna’ termasuk dalam bai’ al-ma’dum
yang dilarang syara atau hukum Islam. Sebagian ulama mazhab Syafi’l lainnya
membolehkan dengan landasan kepada adat kebiasaan (urf) yang telah berlaku

ditengah-tengah masyarakat terhadap transaksi ini. Namun jumhur ulama

%3 Kementrian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h 47.
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berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan
kemaslahatan umat yang membutuhkan.>

Di dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir djelaskan secara bahasa bahwa
akad istishna’ memiliki arti “thalamus shun’ah” (meminta dibuatkan barang).
Maksud dari arti tersebut yaitu ketika mustashni’ (pembeli) meminta untuk
dibuatkan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada shani’
(pembuat/pembeli) karena dalam pekerjaannya. Para fugoha berpendapat bahwa
istishna’’ dapat didefinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah
barang tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam tanggungan.™

Akad istishna’ juga telah dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor
06/DSN-MUI/1V/2000 menurut figh, istishna adalah jual beli dalam bentuk
pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati
antara pembeli dan penjual.

Kesepakatan Ulama’ (ijma’) bahwa bolehnya jual beli salam dikutip dari
pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat
bahwa jual beli istishna’ hukumnya sama dengan salam yakni diperbolehkan.
Agar memudahkan kebutuhan dan keperluan uruan manusia. Pemilik lahan
pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk
mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli pesanan
diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga

menjelaskan bahwa istishna’ dalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan

* Faturrahman Djamil, (2012) Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), 143-144
% Wahbah Az-Zuhaili, op. cit. 268
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barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarta-syaratnya dengan
pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 pasal
1 butir 9.%°

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) IAl Akad
Istishna’ adalah akad jual beli dengan system pemesanan suatu barang tertentu
dengan kriteria atau detail yang diminta oleh pembeli, dan hal tersebut memiiki
kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam PSAK 104 juga
dijelaskan bahwa barang pesanan harus memiliki beberapa kriteria yakni:*’

1. Diperlukannya proses untuk pembuatan barang yang dipesan setelah
akad disepakati.

2. Barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pembeli (Limited),
bukan barang atau produk yang dibuat massal atau dibuat dengan skala
besar.

3. Penjual harus memahami dan mengerti betul terkait dengan
karakteristik, yang umum yakni meliputi jenis, kualitas, spesifikasi

teknis dan juga kuantitas.

Namun dalam hal serah terima bangunan masih terdapat keterlambatan
dalam serah terimanya hal ini diungkapkan oleh bapak Al-Hadis selaku user atau
konsumen di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land mengemukakan bahwa:

“Kendalanya selama pembuatan rumahnya ada satu dua kendala salah

satunya itu misalnya dijanji rumahnya jadi tahun ini tetapi ternyata tidak
terealisasi tidak sesuai dengan perjanjian awal”

*® Tanti Widia Nurdiani, (2021) Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna
pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah, (Pekalongan: penerbit NEM), 8
57 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna’
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Sehubungan dengan hal ini, melalui wawancara dengan pak Irdan selaku
user atau konsumen di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land mengatakan

bahwa:

“Masih ada janji-janji pada saat dipromosikan itu belum dilaksanakan, nah
itu yang kita tuntut sekarang kan kalau syariah itu kalau kita berjanji harus
ditepati, dalam hal ini akadnya bagus tapi dipelaksanaan ada yang tidak terpenuhi
juga jadinya tidak baik juga. Misalnya jalan yang belum rata, pagar keliling, dulu
dijanjikakn kolam renang, dijanjikan sistem one get satu pintu sekarang pintunya
banyak, security-nya juga sedikit jadinya aspek keamananya juga kurang.
Makanya sekarang kita menuntut apa yang dijanjikan dulu harusnya kalau
akadnya sudah bagus, realisasinya juga harusnya bagus”

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Emmy Novita Basrah selaku user

atau konsumen di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land mengatakan bahwa:

“Sistemnya disini kan inden ya namun hal ini tidak menjadi masalah, yang
menjadi masalahnya itu setelah dua tahun seperti di perjanjian ternyata tidak tepat
waktu penyerahan kuncinya seharusnya saya penyerahan rumah itu di bulan
Sembilan ternyata tidak bisa djianjikan lagi bulan dua cuman, saya cek kembali
belum bisa juga akhirnya kami memutuskan ke developernya selesai tidak selesai
kita mau tetap serah terima rumah terus kami yang lanjut pembangunannya
kemudian untuk pembayarannya itu ada dipotong dari pihak perumahan dan hal
ini juga dialami oleh beberapa teman dan tetangga, bahkan beberapa ada yang
alasan tukangnya itu tidak ada bahan padahal dia itu cash keras jadi dia beli bahan
sendiri.”

Imam Abu Hanifah memberikan pendapat apabila menetapkan waktu
penyerahan barang dalam melakukan transaksi akad istishna’, maka secara
otomatis akad tersebut tidak lagi disebut sebagai akad istishna' melainkan berganti
menjadi akad salam dan seluruh hukumnya berganti menjadi hukum akad salam.
Menyelisish dari pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin
Al-Hasan memberikan pendapat lain bahwa tidak ada pengecualian untuk

menetapkan waktu penyerahan barang. Mereka berdua berpendapat bahwa
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menetapkan waktu penyerahan barang tidak akan merubah hukum dalam akad
istishna’ menjadi akad salam. Masyarakat sudah sejak dahulu kala menjadikan

tradisi untuk menetapkan waktu penyerahan barang dalam akad istishna'.>®

Waktu penyerahan barang bukanlah suatu keharusan yang disepakati
dalam akad jual beli istishna’. Meskipun tidak suatu kewajiban, kedua belah pihak
yang melakukan akad dapat menetapkan batas waktu akhir pengiriman barang dan
apabila telah ada ketentuan batas waktu akhir. Jika penerima pesanan tidak bisa
menepati, pemesan tidak ada keharusan untuk terikat kesepakatan dengan
menerima barang dan membayar harganya. Disebutkan dalam fatwa DSN akan
ketentuan barang sebagai objek hukum dalam transaksi bahwa waktu dan tempat
penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) vyaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
perlindungan Konsumen. Suatu undang-undang yang dapat menjadi pedoman
apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan para konsumen. Upaya pemerintah
untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen disebutkan pada Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (1) "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen."

58 Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, (2021) Hukum
Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani), 1
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen didalamnya mengatur hak dan
kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Jadi, walaupun
Undang-Undang Perlindungan Konsumen diciptakan dengan tujuan sebagai yang
pelindung dari kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha juga disebutkan
karena seperti yang dijelaskan diatas agar tercipta kegiatan bisnis atau
perekonomian yang disiplin diperlukan kesepadanan hukum antara konsumen dan
pelaku usaha.Kegiatan bisnis di dunia perdagangan dan dalam pemenuhan akan
kebutuhan masyarakat juga tidak lepas dari peran penting pelaku usaha.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) menyebutkan dalam Pasal 2 perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, ke-seimbangan, keamanan, dan keselamatan
konsumen serta kepastian hukum.>

Begitupun dengan perlindungan konsumen tentu tidak lepas dari persoalan
mengenai hak-hak yang bisa didapatkan sebagai konsumen. Hak konsumen
menjadi suatu perihal yang secara eksklusif mendapatkan perhatian lebih dalam
suatu transaksi. Para pakar maupun lembaga internasional menggunakan berbagai
macam rumusan hak konsumen yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga

hak prinsip dasar, yaitu :

1) hak untuk mencegah kerugian bagi konsumen, baik kerugian individual
maupun kerugian harta benda
2) hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang

sepatutnya

59 Abdul Atsar & Rani Apriani, (2018) Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,
(Yogyakarta: Deepublish), 26
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3) hak untuk memperoleh penanganan dari permasalahan yang dihadapi
secara patut.®’

Beberapa hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan himpunan dari ketiga
prinsip dasar hak konsumen diatas. Terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/ jasa.

b. hak untuk memilih barang dan/ jasa serta memperoleh barang dan/ jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta dijanjikan.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/ jasad.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang
digunakan.

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen yang layak.

f. hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik dan jujur tanpa diskriminasi.

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila
barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak
sebagaimana mestinya.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

60 Bernadetta Tjandra Wulandari, dkk, (2021), Berbagai Aspek Hukum dalam
Transaksi Konsumen Secara Digital di Masa Pandemi COVID-19, (Jakarta : Penerbit
Universitas Atma Jaya), 9.
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Dalam UUPK larangan bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 8 sampai
dengan Pasal 17. Sebagai contoh dalam jual beli pesanan diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk :

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai dengan yang dijanjikan.
b. tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/atau prestasi.”®

Jika pelaku usaha benar-benar telah melakukan kesalahan atau kelalaian
yang membuat konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha tentunya harus
melakukan tanggung jawab. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban
dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis yang memiliki
nilai yang sama atau setara, atau dapat berupa pemeliharaan kesehatan dan/atau
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk ganti rugi tersebut sesuai dengan yang ada dalam Pasal 19 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.

61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan bahasan yang telah diperoleh, masalah tentang

“Analisis Penerapan Akad Istishna’ pada Pengembang Perumahan Syariah di

Kota Makassar Studi Kasus di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land”, maka

dapat disimpulkan diantaranya:

1)

2)

Konsep akad istishna’ yang diterapkan oleh PT. Haluoleo Syariah Land yang
bergerak di bidang penjualan rumah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal
ini sejalan dengan hasil penelitian lapangan yang telah disajikan dan
dijelaskan. Dimana konsep akad istishna’ nya tidak menerapkan suku bunga,
tidak ada denda, tanpa sita, tidak bekerjasama dengan bank, tanpa Bl checking,
tanpa KPR bank dan tanpa agunan. Konsep akad istishna’ yang sesuai dengan
syariat islam sangant berdampak baik bagi masyarakat terutama user.

ini adalah akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada
dan akan diserahkan secara tangguh. Adapun harga dan spesifikasi barang
pesanan telah dibicarakan dan disepakati di awal akad. dalam penerapan
pembiayaan rumah, pihak pembeli hanya menandatangani surat perjanjian dari
perusahaan Haluoleo Syariah Land dan disaksikan oleh notaris sebagai
antisipasi ketika user mengalami pembayaran yang bermasalah atau gagal
membayar. Dalam sistem transaksinya akad istishna’ memiliki dua skema
pembayaran yaitu secara cash dan kredit, kemudian penerapan akad istishna’

terhadap transaksi jual beli yang di implementasikan oleh PT. Haluoleo
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Syariah Land belum sesuai dengan syariah karena dalam realisasinya masih
terdapat keterlambatan dalam waktu penyerahan rumah dan beberapa janji-janji
pada saat promosi perumahan terhadap para user, meskipun waktu penyerahan
barang bukanlah suatu keharusan yang disepakati dalam akad istishna’ namun
apabila keduanya telah neyepakati hal tersebut namun dilanggar maka pihak
pemesan tidak ada keharusan untuk menerima barang dan membayar harganya.
Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jika pelaku
usaha benar-benar telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang membuat
konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha tentunya harus melakukan
tanggung jawab. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dengan
memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis yang
memiliki nilai yang sama atau setara, atau dapat berupa pemeliharaan
kesehatan dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bentuk ganti rugi tersebut sesuai dengan yang ada
dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Melalui hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut:

1) Sebagai pihak produsen atau penyedia barang Developer Haluoleo Syariah
Land diharapkan dapat meningkatkan proses pengadaan barang atau rumah

sesuai kesepakatan perjanjian.
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2) Developer Haluoleo Syariah Land diharapkan mengkaji ulang tentang
penggunaan akad-akad yang dilakukan dalam bertransaksi, sebab tidak dapat
dipungkiri bahwa akan ada masalah-masalah baru yang dihadapi nantinya

3) Pihak konsumen atau user diharapkan dapat selektif dalam menerima
penawaran atau promosi dari perusahaan manapun dalam membeli suatu
rumah, kemudian tidak hanya menerima penawaran awal tetapi juga harus
melihat dengan ketentuan syariat Islam serta teliti dalam melakukan suatu akad
terutama perjanjian jual beli yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak

yang melaksanakan perjanjian.
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KEGIATAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Developer

1. Mengapa memilih berbisnis disektor property perumahan syariah?

2. Apa tujuan membangun bisnis property perumahan syariah

3. Mengapa memilih akad istishna’ sebagai akad yang diterapkan dalam
bisnis property perumahan Haluoleo Syariah land?

4. Bagaimana konsep akad istishna’ yang diterapkan dalam bisnis property di
perumahan haluoleo syariah land ini?

5. Prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam menerapkan akad istishna’
pada bisnis property perumahan haluoleo syariah land?

6. Apa yang menjadi pembeda antara perumahan haluoleo syariah land
dengan perumahan syariah lainnya?

7. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad istishna’ pada bisnis
property di perumahan haluoleo syariah land ini?

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kasus yang sering terjadi
dibidang property perumahan syariah mengenai penipuan rumah yang
berkedok perumahan syariah?

9. bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan terkait perumahan

yang berbasis syariah isu penipuan rumah yang berkedok perumahan

syariah?

10. Apa saja tips-tips yang dapat dilakukan bagi masyarakat jika ingin

membeli rumah yang berbasis syariah?
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Admin

1. Bagaimana konsep akad istishna’ yang diterapkan dalam bisnis property di
perumahan haluoleo syariah land?

2. Prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam menerapkan akad istishna’
pada bisnis property perumahan haluoleo syariah land?

3. Apakah sistem akad yang digunakan dalam produk dalam perumahan
haluoleo syariah land juga dijelaskan kepada costumer sebelum proses
akad terjadi?

4. Bagaimana alur pembiayaan akad istishna’ yang diterapkan dalam
perumahan haluoleo syariah land?

5. Bagaimana aspek jaminan (agunan) yang diterapkan pada bisnis
perumahanhaluoleo syariah land ini?

6. Bagaimna dengan user yang tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran?

Marketing

1. Bagaimana strategi pemasaran berbasis syariah yang diterapkan dalam
membagun bisnis poperty perumahan haluoleo syariah land?

2. Apakah sistem akad yang digunakan dalam produk perumahan haluoleo
syariah land juga dijelaskan kepada costumer?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk perumahan
haluoleo syariah land?

4. Bagaimana cara meyakinkan calon costumer yang belum sepenuhnya

yakin dengan perumahan yang berbasis syariah?



64

5. Apa tips-tips yang dapat dilakukan bagi masyarakat dalam memilih

perumahan syariah?
User (konsumen)

1. Mengapa bapak/ibu memilih membeli produk rumah yang berbasis
syariah?

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perumahan haluoleo syariah land?

3. Mengapa anda membeli produk rumah di perumahan haluoleo syariah
land?

4. Apakah bapak/ibu memahami akad yang digunakan dalam transaksi jual
beli di perumahan haluoleo syariah land?

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang akad yang digunakan dalam
transaksi jual beli di perumahan haluoleo syariah land?

6. Apakah ada kendala yang bapak/ibu hadapi dalam prosedur pelayanan

yang dilakukan oleh haluoleo syariah land?



DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar Bersama Developer PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land

<

,V
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Gambar Bersama User di SalahSatu Perumahan PT. Mahakarya Haluoleo Syariah

Land( Dewi Bunga Land)
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Gambar SalahSatu Perumahan di PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land( Dewi

Bunga Land)
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